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Abstrak: Mengingat keterbatasan jumlah sumber daya dan tingginya kebutuhan untuk
menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat, aspek efisiensi belanja publik menjadi sebual
keharusan. Dalam era desentralisasi fiskal, semakin besarnya dana transfer ke da#rah m
disambut dengan berbagai masalah, salah satunya tentang pola penyerapan anggaoanashg

back loadedPenelitian ini menguji hubungan dari pola tersebut terhadap efisiensi belanja publik
pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan dagavadistahun 2018017 melalui
pendekatabata Envelopment Analys{®EA) dan regresiirst differencing Berdasarkan analisis
ditemukan bahwa efisiensi belanja publik pada sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesiz
masih dapat ditingkatkan. Adapun ¢enenaslow and back loadedtau lambat dan rendahnya
penyerapan anggaran terbukti berhubungan dengan efisiensi belanja daerah hanya pada bidant
bidang belanja tertentu, pada jenis pemerintah daerah dan kelompok wilayah tertentu. Sementar:
itu, kebijakan abkasi belanja dan karakter daerah menjadi variabel lain yang lebih berhubungan
dengan efisiensi.

Kata kunci:Slow and back loadee@fisiensi, anggaran dan belanja publik daerah

1. Pendahuluan mendorong tersedianya layanan publik yang
Desentralisasi memiliki peraryang |ebih berkualitas dan lebih efisien.
sangat penting dalam agenda reformasi Namun pada kenyataannya, kinerja

pemerintahan di seluruh dunia pasca krisiglesentralisasi fiskal yang telah berlangsung
global tahun 1998 (World Bank, 200Bebagai hampir selama dua dekade beloranunjukkan
salah satu negara yang turut sertdasil yang memuaskan. Wibowo (2011) dalam
mengimplementasikan desentralisasi, reformagimir (2013) menyimpulkan bahwa ternyata
besafbesaran dalam pengelolaan keuangankebijakan desentralisasi fiskal justru turut andil
publik di Indonesia ditandai dengan |ahirnyan"|emper|ebar ketimpangan pendapatan per
Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentangapita di Indonesiabaik secara vertikal pusat

Pemerintah Daerah. daerah, maupun secara orizontal atau
Desentralisasi fiskayangditerapkan di gntardaerah.
Indonesia bertujuan untuk menghasilkan Diolah dari DJPK (2018), disimpulkan

manfaat yang lebih besar dalam kinerjgpahwa pemerintah daerah di Indonesia, baik
pemerintalpusat dan daerah dalam penyediaapada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
barang dan jasa publik, sebagaimananemiliki ketergantungan yang sangat tinggi
disampaikan oleBahl & Linn(1994) Boadway terhadap dana transfer. Secara -rata,

& Shah (2009), dan Ahmad (2016) yangpendapatan asli deah (PAD) sebagai salah satu
meyakini bahwadengan skema ipemerintah  pos pendapatan yang bersumber dari kinerja
daerahlebih berwenanguntuk menyesuaikan internal pemerintah daerah hanya mampu
anggaran dengan preferensi lokatlan berkontribusi pada kisaran 22% sampai dengan
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25% dari total pendapatan dalam APBD,jakan anggarannya, sehingga masih featla
sedangkan 75988% kekurangannya harusruang untuk memperbaiki produktivitas belanja
dipenuhi dengan danatisfer pemerintah pusat. daerah Indonesia, sebagai salah satu prasyarat
Padahal, semakin tinggi dependensi atapertumbuhan ekonomi regional.
ketergantungan daerah terhadap dana transfer Apa yang terjadi di Indonesia menurut
daripusat terbukti berpengaruh negatif terhadaghah (2005)adalahmekanisme desentralisasi
kemampuan daerah untuk meningkatkan pelgyangtidak diiringi dengan alokasi sumber day
yanan kepada masyarakatnygufyaningsih & secara proporsional, pendapatan dan belanja
Sisdyani, 2016)Mengingathal ini, peningkatan yang belum efisien, sehingga kualitas
kinerja daerah dalam pengelolaan dana publigengelolaan keuangan publd level darah
menjadi suatu keharusan. Keterbatasan sumbleelum memenuhi ekspektagdleh karena itu,
daya, khususnya dana harus disikapi dengatalam ruang lingkup ekonomi keuangan publik,
semakin gigih menerapkan efisiensi. kajian tentang efisiensi perlu menjamrhatian
Sebagaimana diungkapkafteh Afonso utama di antara sekian banyak masalah yang
et al (2005)European Uniof2012), dan Juanda diduga menjadi penyebab rendahnya kualitas
et al (2014), efisiensi belanja publik menjadibelanja publik daerah.
aspek terpenting untuk menilai kualitas belanja Selanjutnya, salah satu isu terpenting
publik pada era desentralisasi fiskal. Sebalyang menjadi pokok bahasan dalam pelaksanaan
efisiensi bermakna seberapa baik pemerintabelanja publik, baik di pusat maupun daerah
mampu mengemahkan input sumber daya,adalah éntang lambat dan rendahnya
salah satunya berupa anggaran dana publgenyerapan anggaran tahupamang menjadi
untuk menjadoutputdanoutcome. perhatian karena dianggap mencerminkan
Sayangnya,dimensi efisiensi sebagai buruknya kinerjabelanja publikdi Indonesia.
mana dimaksud dalam teori desentralisasi fiskAVorld Bank (2007) menyebut fenomena ini
belum sepenuhnya diterapkan dan dievaluasebagai pola penyerapan anggasiow and
secara memadatelain itu,Juanda et al (2014) back loadedsebuahmasalah klasik yang dalam
dan Heriwibowo (2016) menyayangkan belumpengelolaan keuangan publik pada negara
terakomodasinya dimensi kedisiplinan dari sisnegara yang sedang berkembang termasuk
waktu danakuntabilitas pelaksanaan anggaranndonesia. Gambar 1 merangkum fenomena
sebagai unsur penilaian secara umum terhadapw and back loadedalam pola penyerapan
kualitas belanja, dan secara khusus terhada®PBD di Indonesia pada tahun 2016.
efisiensi.

Juanda et al (2014) menyimpulkan Quarter 1 Quarter 2
beberapa masalah yang dihadapi dalarf( s L Wi .
pengelolaan belanja publik daerah antara lai| == w e
alotnya proses perencanaan dan penganggarg ** =
sulitnya mengkonversi alokasi belanja pegawe Quarter 3 Quarter 4
menjadi belanja modal, tidak efektifnya belanjg s I
subsidi, hibah, dan bansos, rendahnya akunt| s .~ .
bilitas dan transparansi, serta lambatny| " o W

penyerapan anggaran. Kesemua leisdabut : :
.. . Gambar 1: Persentase Pencairan APBD Triwulanan
menyebabkan  rendahnya efisiensi  dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016

efektivitas belanja publik yang dikelola oleh Sumber: Diolafdari BPKP (2017)
pemerintah daerah. Di sisi lain, Andriani (2016)

' _ Pada tahun anggaran 2016, sebagian
menemukan masih banyala pemerintah besar

e pemerintah kabupaten dan kota di
daerah yang belum efisien dalam membelan,y,nesia cenderung lambat mencairkan APBD



mereka. Sebagian besar populasi hanydi Indonesia,artikel ini mempakan ringksan
menyerap kurang dari 10% APBD padaatassebuah kajian il miah
Triwulan |, tetapi sebaliknya pada Triwulan IV antara Pola Penyerapan Anggardlow and
sebagian besar daerah disibukkan untuBack Loadedlan Efisiensi Belanja Pemerintah
menyerap lebih dari 25% APBD yang masihKabupat en dan Kota di
tersisa. Denganupaya penggenjotan pada
Triwulan IV seperti itu pun, secara ratda
hanya 86,75% APBD yang dapat diserap OleGesaini
kabupaten/kota di Indonesia pada sepanjan
tahun 2016 (BPKP, 2017). BPKP juga

menyatakan bahwéenomenaini juga terjadi dan jasa publikuntuk memenuh kebutuhan

pada tahustahun sebelumnya. o
Juanda et al (2014) menyatakan Ioahwglnendasar masyarakat, terutama di bidang
y endidikan, kesehatan, air rbd, dan infra-

selain penyelewengan atau korupsi, kelambat Druktur (Mulyadi, 2010).Dana transfer ini

dan tidak optimalnya penyerapan anggarapnenjadi sumber pendapatan daerah yang
merupakan masalah terbesar dalam pelaksanaf(sm . : .

. : : . .kemudian disusun rencana alokasinya dalam
anggaran publik di Indonesia. Dilihat dari

berbagi sudut pandanglow and back loaded bentuk anggaran.

merupakan masalah yang menghambat tata Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa
P . yang : g ‘(ehadiran anggaran menjadi penting sebab ia
kelola pemerintahan yang profesional.

. . ewakili  keputusan erintah  dalam
Kendati demikian, menurut Juanda et af“ b Fm

(2014) dan BPKP (20173low and back loaded memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak
terbatas dengan menggunakan sumber daya
bukan sematamata kesalahan pelaksana

pemerintahan padlevel daerah. Lebih dari itu, publik yang terbatas jumiahnydalam era

mekanisme penganggaran yang politis, tidar?erformance based budgetirignerja pelaksa

. . naan anggarandiukur dengan penerapan
sempurnyanya sistematika transfer dana dari,_ ... L .

. .__efektifitas, efisiensi, dan ekonomis ataalue
pusat ke daerah, dan beberapa hal teknis lainnya

. . . . or moneyatas penggunaan dana dalam belanja
turut berkontribusi mempersulit kesinambungan yatas pengg J

pelaksanaan program pemerintah daerarrtaaesepUb“k (ones & Pendlebury, 1998ECD,

encairan dananya. Meskipun begitu seluruﬁooa; Tassonyi, 2002; Mardiasmo, 2009; dan
P ya. P gitu, ones& McCaffery, 2010).

pemangku kepentingan telah sepakat bahwa Ghiselli & Brown (1955) mendifi-
slow and back loadeddalah permasalahan . . . .
sikan efisiensi sebagai rasio output terhadap

i I k hatian. .
serius yang perlu mendapatkan perhatian nput atas suatu prosesOzcan (2008)

Pertanyaan yang muncul selanjutnya .
mengelompokkan konsep efisiensi dalam empat
adalah, apakah dengan menempatkarsisw

and ba& loadeduntuk menjadi fokus perhatian, Jef“.s Su.dUt pandan_g_antgra _Ialn ef|5|en3|.te-kn|§,
. . efisiensi skala, efisiensi biaya dan efisiensi
akan membantu pemerintah meningkatkan

kineria belanja publik di Indonesia? UntukalOkatlf' Efisiensi teknis,salah satu jenis

menjawab pertanyaan ini, diperiukan studi yan efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini,

mendalam dengan melibatkan berbagai faktor en.gulfur Kinerja pros.e.s pengubahan input
o . menjadi output. Konsep ini hanya berlaku untuk
penentu kinerja pemerintah daerah dala

melalsanakan belanja publik. Mengangkat ubungan teknis internal yang terjadi di antara

. input dan outputlika tingkat produktivitas yang
kembali pendapat Oates (1999) dan Afonso et aelfisien digambarkan dalam sebuah kurva, di

(2005) tentang pentingnya menilai efISIenSImana kondisi efisien menjadi garis frontier,

belanja publik, dan atensi dari World Bankma\ka tingkat efisiensi sebuah unit produksi
(2007) atas permasalahslow and back loaded g P

2. Tinjauan Literatur

Menurut Shah et al (2012)pengaturan
ntergovernmental transferang tepat di
tara pemerintah pusat dan daerah akan
menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang



diukur dengan sejauh mana jarak ia beradselanjutnya jugamemperlambatpeningkatan
dibandingkan garis tersebut kesejakeraan masyarakat, meskipun skema
¥ desentralisasi fiskal telah lama dijalankan di
' Indonesia. Menurut Kumorotomo (201Q)
lambat dan rendahnya pencairan anggaran
daerah membentukidle cash di bank yang
berdampak burukbagi perekonomian daerah
danpembangunanasional.
Studi terdahulu yang membahas tentang
0 X slow and back loadedebih berfokus untuk
Gambar 2 Batas produksi dan efisiensi teknis  menganalisis faktefaktor yang maciptakan
Sumber: Coelli et al, 2005 nya Kuswoyo (2011) mengungkapkan bahwa
Efisiensi teknis digambarkan secara faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
sederhana pada GambadPmana terdapat satu pengadaan barang/jasa, seftktor internal
jenis input (x) untuk menghasilkan satu jenissatuan kerja adalah pemicu terkons@sinya
output (y). Garis 0F’ peryerapanqmnggara lel@rja ppde akbirutahgni
production frontier yang memformulasi tingkat Sedangkaduliani & Sholihin (2014) membuk
output maksimum y yang dapat diproduksi olerikan adanya pengaruh fakifaktor kontekstual
setiap input x. Unit ekonomi yang mampuberupa peraturan, komitmen manajemen, dan
berproduksi pada garisontier, misalnya di titik  lingkungan birérasi terhadap rendahnya penye
B atau C adalah unit yang efisien, sementara jiképan anggaran publik, khususnya dakR&d
berada di bawah garis tersebut, misalnya di titik Di sisi lain Juanda et al (2014) dan
A, berarti belum efisie. BPKP (2017) menyimpulkan adanya kontribusi
Dalam ruang lingkup ekonomi keuangandari faktor internal dan eksternal terhackimv
publik, efisiensi menjadi perhatian utama, sebaBnd back loadedDari sisi internal, revisi APBD
keterbatasan sumber daya publik harus dikelolgada saat tahun anggaran berjalan, kelambatan
sebaik mungkin untuk memproduksienefit administrasi dokumen SPP/SPM, dan ketetlam
sebanyak mungkin. Oates (1999) dan Boadwaljatan PBJ menjadi penyebab lambatnya
& Shah (2009), bahkan merekomendasik pencairan anggaran. Kedua, faktor eksternal
efisiensi belanja publik sebagai syarat terpentingerupalambatnya penerbitan petunjuk pelaksa
keberhasilan pembangunan daerah dalam ef@an dan alokasi DAkKsertaseltblockingDAK
desentralisasi fiskal.Afonso et al (2005), Fisik. Padahal, DAK merupakan salah satu jenis
Boadway & Shalf2009, danSzarowska (2016) belanja transfer yang bertujuan produktif,
menitikberatkan pentingnya efisiensi dandialokasikan pada sektsektor strategis dalam
efektivitas belanjgublik sebagai kunci untuk pembangunan daerah, namun cenderung lebih
memaksimumkan potensi pembiayaarfentan terhadapengaruh dinamika birokrasi
pemerintah dan menciptakan celah fiskatuk ~ Meskipun begitu, mngesampigkan perbedaan
kebutuhan publik lainyang berbeddbeda pendapat yang terjadi, seluruh pemangku
jenisnya pada tiap unit pemerintah. kepentingan sepakat bahwslow and back
Sementara itu, kehadiran fenomendoadedadalah permasalahan serius yang perlu
penyerapan anggaragang slow and back mendapatkan perhatian
loadedditengarai sebagai permasalahan dalam Menurut Bird (2000) dalam Tassonyi
kinerja belanja pmerintah daerah. Bawono (2002), dan Mardiasmo (2009), pengambilan
(2016) danMalahayati et al (2015nenyim  keputusan yangepat yang mencakup dimensi
pulkan bahwa fenomena ini menyebabkan ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan,
lambatnya pembangunan infrastruktur yangenganggaran, dan pelaksanaan anggaran akan




berimplikasi positif terhadap kinerja. Sementargpemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
itu, OECD (20®), Schaeffer (2000)dalam Pemilihan kedua tahun observasi mempertim
Tassonyi (2002)dan Jones (2010) menilai bangkan ketersediaan data, terutardata
bahwa kinerja yang baik adalah kombinasi daniealisasi anggaran yang mendetail hingga level
penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, darkabupaten dan kota per triwulayang baru
ekonomis. Dengan kata lain, ketepatan wakttersediamulai tahun anggaran 2016elan itu,
pengelolaan belanja publik memiliki pengaruhpemilihan tahun 2016 dan 2017 sebagai tahun
positif bagi efisiensi sebagai salah satu unswbservasi juga mempertimbangkan faktor
krusial penilaian kinerja. eksternal yang mungkin mempengaruhi angka
Dalam penelitian ini, dimensi pola angka observasi, di mana pada tahun tersebut
penyerapan anggaran diwakili oleh kuantitasecara umum kondisi sosial, politik, dan
realisasi anggaran daerah pada Triwulan Il daekonomi tergolong stabil. Keseluruhathata
IV, serta total realiasi APBD tahunan. Adapunyang digunakan berkaitan dengan Kkinerja
faktor-faktor lain yang diduga mempgaruhi pengelolaan keuangan daerah pada 501
efisiensi  bednja  publik, sebagaimana pemerintah daerah tingkat | yang terdiri dari 408
dirumuskan oleh Juanda et al (2014) dakabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia.
Heriwibowo (2016) adalah dimensi alokasi
belanja publikyang menganalisis pengaruh dari3-1- DEA
beberapa jenis belanja daerah terhadap efisiensi, ~ Peéngolahan data tahap pertama diaku

sertakarakter daerah berupa jenisnperintahan kan dengan metodpata Envelopmet Analysis
dan pmlah pendudukLihat Gambar 3). (DEA), di mana pada studi ini model DEA yang
digunakan mengikuti tatacara Banker, Charnes,

dan Cooper (1984). Dalam topik efisiensi

et | belanja publik, DEA adalah sebuah pendekatan
' ' kuantiatif yang sudah umum digunakan, antara
lain oleh Afonso and Abyn (2004), Hauner dan
Kyobe (2010), Vierstraete (2012), Yusefzadeh
=3 (2013), Hsu (2013), Reiflartinez (2013),
Andriani (2016) dan Indriati (2016).

DEA merupakan salah satu teknik
mathematical programmingntuk membentuk

budget disbursement pattern

realisasi waktu
penyerapan anggaran

realisasi jumlah
penyerapan anggaran

allocation
of budger

belanja modal

Jenis pemda
\\ Karakter

i kurva frontier, hasil benchmarkingoptimum
efisiensi tekrs relatif dari uniunit analisis.

Gambar 3 Alur pemikiran dalam penelitian Langkah DEA dimulai dengan penentuan
3. Data & Metodologi decision making uni{DMU) vyaitu unitunit

Terdapat dua tahapan pengolahan daf@perasional yang bertindak sebagai pengambil
dalam penelitian ini, yaitu tahap estimasi skok€bijakan yang sedang menjadi objek
efisiensi belanja publik dengan pendekddata ~ Pengujian. DMU pada petigan ini adalah 501
Envelopment Analysi@EA) dan tahap regresi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

first differencingyang mengestimasiubungan Selanjutnya,  ditentukan  pendekatan
antara skor efisiensi dan varivariabel inde  Yang akan mempengaruhi determinasi variabel

penden sesuai kerangka pemikiran penelitian. iNPUt dan output yang akan digunakan dalam

serieg pada rentang tahun 202617, sekaligus atau diturunkan untuk menghasilkan tingkat
lintas individu €ross section untuk seluruh Outputyang ditetapkan (Ramanathan, 2003).



Adapun \ariabel input dan output yang Jones & McCaffery (2010), menjelaskan
digunakan dalam penelitian ini dipilih sebagaibahwa pemilihan bidang ygnmenjadi fokus
representasi dari kinerja pemerintah daerahnalisis harus mempertimbangkan proporsinya
dalam rangkamenyediakan barang dan jasaterhadap total belanja publik. Dalam hal ini,-per
publik. Vierstraete (2012) merekomendasikarsentase rateata kontribusi belanja pendidikan,
pengukuran efisiensi secara khusus pada bidakgsehatan, dan infrastruktur terhadap total
pendidikan dan kesehatan, sebab keduanya lebMPBD pada tahun 2016 dan 2017 berada pada
relevan untuk menganalisis kinerja belanj&kisaran 42%50%. Dengan demikian, analisis
publik pelayanan dasar, yaitu yang bergiiatt  belanja publik layak berfokus padaketiga
incomeHDI. Ahmad (2016) juga menekankan bidang tersebut.
pentingnya efisiensi pada kedua jenis belanja Selanjutnya, dilakukan pemilihan varia
publik ini, mengingat eksistensi keduanya telahbel input dan output analisis. Dari sisi input,
menjadi perhatian di banyak negara, ditandgiersentase masingasing jenis belanja terha
denganbesarnygporsi dalam anggaran publik, dap APBD merupakawariabel yang mampu
tetapi belum mampu mengurangi mewakili sebagian besar informasi tentang
ketidakseimbangan pembangunan. sumber daya yang digunakan untuk menyedia

Jin & Sun (2011) dan Vierstraete (2012)kan barang dan jasa publik pada bidang
juga menjelaskan bahwa penilaian kinerjgpendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.
belanja publik seharusnya tidak hanya mengadDalam anggaran tersebut terwakili unsur biaya
pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebitpersonil, biaya barandan jasa, serta pemenuh
mendetail kepada bagaimana kualitas barargn kebutuhan lain dalam rangka menyediakan
dan jasa publik terutama dalam bidang barangasa publik di setiap jenis belanja. Pemi
pendidikan dan kesehatan disediakan badgjhan ini mengikuti kaidah pengukuran efisiensi
masyarakat. Namun demikian, para penelitbelanja publik oleh Re#ylartinez (2013),
mengalami  kesulitan dalam menentukarAfonso et al (2005), dan Andriani (2016).
variabel terbaik yang dianggap paling tepat, Pada ssi output, rincian pemilihan vari
sebab keduanya melibatkan unsur perilakabel lebih bervariasi lagi. Yang pertamdi,
individual rumah tanga dan aspek institusional bidang pedidikan, Halaskova & Halaskova
yang kompleks (Jones & McCaffery, 2010;(2015) merekomendasikan variabel output yang
Diaz-Serrano & RodriguePose, 2014; mencerminkan capaian kinerja belanja
Halaskova & Halaskova, 2015). pemerintah terhadap penyediaan pendidikan

Hauner & Kyobe (2010) berpendapatdasar dan mmengah. Reigviartinez (2013)
bahwa penentuan fokus analisis belanja publikahkan memilih layanan pendidikan menengah
harus memperhatikan karakter objek ansilisi dan tersier sebagai ukuran di Eropa. Sementara
Oleh karena itu, selain terhadap bidan@BPS (2018)erpendapabahwa RRLS merupa
pendidikan dan kesehatan, studi inikan bentuk lain darsecondary school enrell
menambahkan fokus analisis pada belanjment atau angka partisipasi sekolah (APS)
infrastruktur  untuk memperkuat akurasimenengatoleh Afonso et al (2005), Hauner &
penilaian efisiensi. Sebab, dalam satu dekade€yobe (2010), dan Halaskova & Halaskova
terakhir, APBN Republik Indonesia dan APBD (2015). Menurut BPS (2018), dengan sudut
secara umm menjadikan infrastruktur sebagaipandang yang sama, penggunaan RRLS lebih
prioritas utama pembangunan fisiphgsical baik daripada APS karena memberikan infor
development selain pendidikan dan kesehatammasi yang lebih variatif tentang tingkat edukasi
yang mewakili dimensi pembangunan manusianasyarakt secara umum, bukan hanya pada
(capital developmeint penduduk usia sekolah.



SelanjutnyaBPS (2018) dan Afonso et Selanjutnya, apabila i adalah vektor kolom
al (2005) juga merekomendasikan penggunaaoutput, xi sebagai vektor kolom input,
indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH)pemerintah daerah X adalah matriks input dan
atau life expectancy at birtrsebagai ukuran Q merupakan matriks output, dengan N jumlah
kuantitatif dari kualitagayanan publik pemerin  pemerintah daerah yang dianalisis, maka
tah pada bidang kesehatan, sebab ia mewakdpesifikasi model DEA dirumuskan sebagai
dimensi pembangunan ekonomi yang berkualiberikut:

tas berupa yang sehat dan berumur panjang. Miné, A6
ReigMartinez (2013) dan Hsu (2013) juga st-gi + QA > 0
B x4iXA > 0
sepakat menggunakan AHH karemampu me N1' A = 1
rangkum kompleksitastaasi yang mempenga A > 0 .. .. (1)

ruhi kemampuan masyarakat untuk hidup sehabalam persamaanl() , adaBah skor yang

Pada jenis belanja infrastruktur, pemi menunrjukkan efisiensi teknis unit (xi, yi) di
lihan variabel output berupa persentase jalamana 6 <1. Skor tersebu
kabupaten/kota dalam keadaan baik merupakdrasil analisis efisiensi pemerintah daerah dan
upaya menangkap informasi kuantitatif tentandcurva efficient frontier yaitu kombinasi linear

seberapa baik pemerintah daerah mampu mend a r i pengamatan terbaik.
olah input berupa anggaran belanja infrastruktuperadadi bawah frontier atau dapat disebut tidak
menjadi berbagai bentuk sarana publik. Dalarefisien. Sebalikh y a , jika 0 berr
lingkup fungsi infrastruktur atau pekerjaanDMU telah efisien.

umum, terdapat beberapa indikator output N1 adalah n dimensi vektor yang
antara lain yang berkaitan denga@rumahan, di gunakan, sementara N1’

ketersediaan air bersih, keberadaan jalan ddrahwa frontier memenuhi konveksitas sebagai
jembatan, jangkauan sarana komunikasi daefek dari pemilihan asumsiariable return to
informasi, dan sebagainya. Kendati demikianscale (VRS). Model BCC VRS dipilih dengan
mengingat kompleksitas variasi infrastrukturpertimbangan bahwa situasi riil lebih sesuai
publik yang dibutuhkan di seluruh Indonesiadengan asumsi bahwa penambahan input
eksistensi dan kualiggalan raya dianggap telah sebesar x kali tidak serta merta meningkatkan
cukup mewakili kemampuan pemerintahoutput sebesar x kali, tetapi bisa lebih besar atau
daaerah menghasilkan barang dan jasa publik Kecil.

bidang pekerjaan umum (Afonso et al, 2005). Dengan asumsi tidak ada variasi harga
Tabell Variabel input dan output DEA dalam setiap pengamatan sebagaimana
Sektor Variabel input Variabel output diasumsikan oleh De Borger dan Kerstens
Pendi. EDUS Persentase belanjs FRLS Angka rafa (1994),_pengukuran efisiensi biaya dirumuskan
dikan pendidikan rata lama sebagai berikut:
terhadap total sekolah Mi nA, Xi * ( Wi’ oxi * )
APBD .
s.t.—qi + QA > O
Kese- HLTS  Ppersentase belanje AHH  Angka Xi*x-XA > 0
hatan kesehatan terhada, harapan N1’ A = 1
total APBD hidup pada A > 0
Saatlahlr ---------- :..-.-.u...--.-..... . . . : e
Dalam persamaan (2) wi adalah vektor dari
Infra- INFRS  Persentase belanja JAL Persentase . . iced i * adalah | i
struktur pekerjaan umum jalan kabu unitary input pricedan xi * adalan level input
terhadap total paten/ kota yang dukur berdasarkan model DE¥RS,
APBD dalam . . .
kondisi baik yaitu seberapa banyak input (berupa belanja)

yang harus digunakan oleh pemerintah daerah

Sumber:Penulis(2013) untuk memenuhi kriteria efisien secara teknis.



Pengolahan data metode DEA menggunakaRersamaan 3 adalah model regresi umum yang
softwareOpen Source DEA (OSDEA). digunakan dengan 4 variagariabeldependen

Merujuk pada Kwmiawan (2007) dan berupa EFFTOTAL, EFFINFRA, EFFEDU, dan
Vierstraete  (2012), terdapat perbedaaFFHLTH. Adapun pengolahan data regresi
mendasar dalam karakter belanja infrastruktumenggunakan bantuan software Eviews 9.
dibandingkan dengan dua jenis belanjdefinisi variabel yang digunakan dalam model
pelayanan dasar lainnydaitu bahwa acara regresi disajikan dalam Tabl

hasil output belanja infrastretkr lebih cepat Tabel 2.Definisi variabel regresi

dan .muda_h_untuk diukuberupa bgrgng pgbllk Variab — . s

bersifat fisik. Sementara, penilaian kinerja__el dev
. . - . isi i 1 0,34 067 0,16

belanja kesehatan dan pendidikan bersifat non SFE T Sker efistensitotal

fisik, membutuhkan waktu dan dimensi EFFIN Skor efisiensbelanja 1 002 013 0,15

FRA infrastruktur

pengukuran yang kompleks. Oleh karena itu; EFFE Skor efisiensi belanja 1 0,002 007 0,5
berkaitan dengan kebutuhan analisis regresi DU bidang pendidikan

EFFH Skor efisiensbelanja 1 0,006 024 023
pada tahap pengdlan data yang kedua, |1, bidang kesehatan

estimasi DEA perlu dilakukan sebanyak empat Q3 Realisasi anggaran pad 64,92 289 2307 9,78
triwulan 3 (%)

o e o
kall, yaitu dengan 4 model kombma_15| varl_at?e. 04 Realisasi anggaran pad 7455 1,04 3347 1023
input dan output DEAIntuk menghasilkan nilai triwulan 4 (%)

TBRZ Total realisasi anggarar 100 61,38 89,06 5,23

berupaefisiensi total pelayanan publik dasian setahun (%)
3 jenis efisiensi masingnasing jenis belanja GOO Persentase lnja 5586 9,27 2392 712
; DS barang/jasa dalam
pubik. APBD
. CAPS Perserdse belanja 69,79 3,06 22,04 7,09
3.2. Regresi modal dalam APBD

Pengo|ahan data tahap kedua dilakukanPUSP Persentase belanja 99,36 10,49 42,49 18724
pelayanan publik dasar

dengan regresi data panel yang disesuaikan dalam APBD

dengan karakteristik data. Secara struktur, dataSTAT Jenispemerintah daerat 1,00 0,00
(O=kota, 1=kabupaten)

yang tersedia dapat disebut sebagai data panetpop  jumiah penduduk (bu 5717 13,69 5077 63456
meskipun jangka waktu pengamatan hanya bisa jiwa) 2 i

dilakukan selama 2 tahun yaitu 2016 dan 2017
karena alasan ketersediaan data

Dalam mengestimasikan hubunga
antara  efisiensi dan  variaberiabel
independen, terutama variabékntang pola
penyerapan anggaran, digunakan metbds

Terhadapdata dan persamad8), telah
pdilakukan pengujian asumsi klasik untuk
memastikan bahwa model terbebas dari
multikolinieritas ~ dan  heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil pengian tingkat korelasi
difference atau niki selisih dari dua tahun antarvariabel independen, tidak ditemukan nilai

observasi sebagai bahan regresi. Cara ifrelasi yang melebihi 0,8. Dengan demikian
meningkatkan reliabilitas  estimasi karenddisa disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas
mengabaikarfaktor-faktor yang bersifatime ~dalam model yang diajukdf®ujarati& Porter,

invariant yang tidak tertangkap dalam model,2010). Selain itu, telah dilakkan uji Glejser
serta memudahkan pengujianeteroscedas terhadap model dan diperolehvBlue kurang
ticity-robust statistics (Wooldridge, 2012). dari 0,05 Temuan ini mengkormasi

Adapun model regresi yang digunakan adalah:!€"jadinya heteroskedastisitgang kemucan
diperbaiki dengan pembobotan white atau
AEFFi = aO0i + PB1LAQ3I + ropusnstahdardreop (HoecBI® 2007). +
B4AGOODSI + BS5ACAPSI + B6APUSPI +

B7ASTATI + B8APOPI.QRYF €1 . . . v i it s,
4. Hasil dan Diskusi

4.1. Analisis Deskriptif



4.1.1.Gambaran Umum Pola Penyerapan Anggaran proses PBJ yang telah selesai 100% secara
Kinerja penyerapadPBD tahun 2016 administrasi dan fisik (BPKP, 2017).

2017 dapat disajikan dalam Gambar 4. 4.1.2. Hasil Pengukuran Efisiensi

Pengolahan data dengan metodata

Envelopment AnalysiYDEA) menghasilkan
skor efisiensi belanja tahun 2016 dan tahun
2017, pada kelompok belanja pelayanan publik
A'M dasar, belanja insfrastruktur, belanja pendidikan
o 100 200 200 200 dan belanja kesehatan. Persebaran nilai efisiensi
T lanMar Al ——=lsep —=0ktDes (e ngda 501 kabupaten kofzada setiap bidang
Realisasi penyerapan anggaran per triwulan tahun 2016 belanja dan tahunbserva'sdapat dilihat pada
Gambar 5. Sumbu horizontal menunjukkan
ukuran input berupa persentase anggaran
masingmasing bidang dalam APBD, sementara
sumbu vertikal menunjukkan capaian output.
30 Bentuk kurvakurva tersebut menegas
w0 MWWM kan kecenderungan pada asulsn Increasing

° 100 200 200 200 Return to ScalgNIRTS) dengan pendekatan

input oriented yang bermakna bahwa pening
Realisasi penyerapan anggaran per triwulan tahun 2017 katan efisiensi bisa dilakukan dengan mengu

Tingkat penyerapan APBD (%)
B
(=]

Tingkat penyerapan APBD (%)

e |a0-Mar Apr-Jun e ]jul-Sep  =—COkt-Des (pe

Thn Triw. | Triw. Il Triw. Il Triw. IV Capaian rangi jumlah inpUt untuk menghasilkan OUtpUt
(JanMar)  (Apr-Jdun)  (JukSep) (Okt-Des) tahunan pada tingkat yang sama (Ramanathamf):%a,

2016 8,96%  24,28% 2151%  33,94%  88,69% : :
kemudian mengalihkan sumber daya tersebut

2017 8,87%  22,91% 24,64%  33,00%  89,44% o . :
Sambar 4P - A SED kab tuntuk menjadi input bagi penyediaan barang dan
ambar 4 Pergerakan penyerapan abupatep . .
dan kotegper triwulan pada tahun 2016 dan 2017 ‘Tasa ya”g lﬂ)utgh_kan.pada sgktor Ialnrllya..
Diolah dari BPKP (2017) daBPKP (2018) Nilai efisiensi belanja bervariasi pada
_ ~ bidang pelayanan publik dasar, bidang
Secara umum, Triwulan | atau periodej gastryktur, bidang pendidikan, dan bidang

antara bulan Januari sampai dengan Marglgenatan pada tahun 2016 dan 2017. Secara
merupakan masa penyerapan anggaran YagQa tidak terjadi perubahan yang signifikan

paling rendah yaitu dengan ra@a hanya niara capaian efisiensi pelayanan publik dasar

sebesar 8,96% pada tahun 2016 dan 8,87% paﬁ‘gri tahun 2016 ke tahun 2017. Pada kedua
tahun 2017. Sebaliknyperiode tersibuk adalah tahun tersebut, masingasing nilai skor

pada Triwulan ket atau periode bulan Oktober efisiensi ratarata bernilai samdi kisaran 0,67.

sampai dengan Desember dengan -rata Nilai maksimum keduanya berada pada angka

tingkat penyerapan anggaran sebesar 33,94%, gior minimum tahun 2016 sebesar 0,37,
pada tahun 2016 dan 33,00 pada tahun 2014, angkan skor minimm tahun 2017 sebesar
Secara total tahunan, persentase penyerapgiyy pada hidang infrastruktur, persebaran skor
anggaran pada Kea tahun observasi tidak gfigiens lebih dominan mendefk O atau jauh
maksimal, yaitu ratsata sebesar 88,69% IO"’\‘d‘fj‘kurang efisien dibandingkan dengan efisiensi
tghun 2916 dan 89,44% pada tahun 201zotad, di mana rataata skor efisiensi tahun 2016
Diketahui pula ba.hwa lambatnya pPenyerapallahesar 0,139 kemudian menurun menjadi 0,124
anggaran yang diukur berdasarkan dOkumeﬂada tahun 2017. Adapun nilai minimum skor
pengelolaan  belanja daerah, diikuti der‘ga'%fisiensi bidang infrastruktur pada tahun 2016

lambatnya penyelesm fisik PBJ. Sebagal gepesar 022 dan tahun 2017 sebesar 0,029.
contoh, pada akhir tahun 2016 baru 75,69%



Kurva frontier efisiensi belanja pendidikan 2016 Kurva frontier efisiensi belanja kesehatan tahun 2016 Kurva frontier efisiensi belanja infrastruktur 2016

..........

Kurva frontier efisiensi belanja pendidikan 2017 Kurva frontier efisiensi belanja kesehatan 2017 Kurva frontier efisiensi belanja infrastruktur 2017

‘‘‘‘‘

Gambarb Kurva produktivitas belanja publik daerah tahun 2016 dan 2017
Sumber Diolah dari analisis DEA (2018)

Secara grafis, pola skafisiensi pada hasil dari sebuah proses yang kompleks dan
bidang pendidikan tidak jauh berbeda dengadipengaruhi teh banyak hal (Afonso, 2005).
persebaran nilai pada bidang infrastruktur. Dengan dasar pemikiran ini, dapat
Kecenderungan penurunan skor efisiensi dadilihat bahwa sebenarnya peningkatan efisiensi
tahun 2016 ke tahun 2017 juga terjadi padaecara drastis belanja publik daerah pada bidang
bidang ini, di mana rateata skor tahun 2016 kesehatan adalah hasil dari penurunannatta
sebesar 0,11 turunraktis menjadi 0,03 pada input atau belanja kesehatan dari kisaran
tahun 2017. Pada tahun 2017, semakin sediklt3,25% pada tahun 2016 menjadi 7.08%aa
daerah yang menjauh dari skor 0 dan mendekatahun 2017. Sebab, dimensi output atau ukuran
efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 1.  capaian dari proses tersebut tidak banyak

Peningkatan skor efisiensi secara signifimengalami perbaikan. Angka harapan hidup
kan justru terjadi pada bidang kesehatan. DalaffAHH) pada tahun 2016 ratata sebesar 68,66
grafik dapat dilihat bahwa capaian skor efisienshanya sedikit meningkat menjadi 68,69 pada
bidang ini menjauh dari angka 0, di mana+atatahun 2017.
rata skor tahun 2016 sebesar 0,06 menjadi jauh Merujuk pada Busatt(2011), apa yang
lebih tinggi pada angka 0,42. Peningkatan padarjadi pada bidang kesehatan selama tahun
bidang ini menjadi penyeimbang penurunar2016 ke 2017 merupakan sesuatu yang positif.
yang terjadi pada bidang infrasktur dan Keterbatasan sumber daya atau input pada tahun
pendidikan, sehingga secara total tidak terjad2017 tidak menurunkan pencapaian hasil, tetapi
perubahan nilai rateata skor efisiensi pada justru dapat dikelola dengan baik sehingga
tahun 2016 ke 2017. menghasilkartapaian yang meningkat.

Kendat derr.llk.lan, dikaitkan dengan a. Perbandingan efisiensi kabupaten dan
ketentuan batas minimum persentase belanja

kota
tertentu terhadap total APBD, khususnya pada Dalam rangka menginterpretasi hasil
bidang endidikan dan kesehatan, peningkatan

efisiensi yang lebih diharapkan adalaheStlmaSI DEA lebih jauh lagi, hasil penilaian

peningkatan yang terjadi karena aOIanyef|S|enS| belanja publik dikelompokkatagi

kenaikan capaian dari output yang meru akanerdasarkan jenis pemerintan daerah
P put yang P sebagaimana ditampilkanlden Tabel3.



Tabel 3 Perbandingan ratata skor efisiensi dengan pemerintah kabupaten dalam hal
berdasarkan jenis pemerintahan daerah pengelolaan keuangan publik.

Hasil estimasi  Hasil estimasi

No Jepis ) 408 kab. 93 kota b. Perbandingan efisiensi berdasarkan
efisiensi 016 2017 2016 2017 kelompok wilayah geografis
1 Efisiensitotal 0,63 0,65 0,83 0,78 Selanjutnyadengarhasil estimasi DEA

2 Efisiensibl. 0,11 011 026 018 g4 dapatikelompokkan lagi capaian efisiensi
Infrastruktur

3 Efisiensibl. 0,06 0,01 0,34 0,12 b'erdasar'kan aspek geografis. Pada tahun 2016,
pendidikan diketahui bahwa terdapat 58 kabupaten/kota
4  Efisiensiblj 0,05 0,42 0,12 0,42 atau 11,58% dari total jumlah pengamatan yang
kesehatan memperoleh skor efisiensi 1.000. Dari 58 daerah
Sumber Diolah penulis dari hasil analisis DEA (2018) ini, 23 di antaranya berada di area Jdbedi, 9
Efisiensi total pada ketiga bidang 4i symatera, 8 di Papua, dan 18 sisanya tersebar
observasi baik padakabupaten maupun Kota, g kelompok wilayah lain. Adapun hasil estimasi
menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi atau pea yntuk tahun observasi 2017 memberikan
mendekati efisien, jika dibandingkan dengarrekyensi penilaian efisien 1,000 dalam jumlah
ketiga jenis penilaian efisiensi lainnya, yaltuyang lebih sedikit, yaitu dpada 44 kabupa
pada kisaran 0,63 sampai dengan 0,83gn/kota atau 8,87% dari populasi 501 pemerin
Keunggulan tersebut tampak pada ked@faif  {ah daerah. Dari ké4 daerah ini, 23 di antara
observasi, @16 dan 2017. nya berada di area Javiali, 9 di Sumatera, 5

Sementara itu, dapat dilihat pula bahwayj papya, dan 7 sisanya tersebar di wilayah lain.
pada umumnya belanja publik, baik yang Perbedaan nilai capaian efisiensi

tergabung dalam kelompok belanja pelayanap sepyt memjukkan adanya perbedaan
publik dasar, maupun yang dirinci dalaMemampuan pemerintah  daerah mengelola
kelompok  belanja  bidang infrastruktur, g, ,mper daya yang dimilikinya. Dominasi
pendidikan, dan kesehatan menghasilkiaor s capaian efisien yang mayoritas berada di
efisiensi yang lebih tinggi di pemerintah daerarkelompok JawsBali pada tahun 2016 dan tahun
jenis kota daripada kabupaten. 2017, dengan masingasing sejumlah 23
Salah satu contohnya, skor efisiensi tOtakabupaten/kota, menunjukkan atiwa telah
tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 sebesgjanyak pemerintah daerah atau di kawasan
0,83 adalah rateata efisiensi pada kelompok j5aBali yang telah berhad mengelola
pemerintah kota. Pada periode tergeratarata anggaran publikiengan lebih baik.
efisiensi kabupaten hanya mencapai 0,63. Pada Sebagai pusat pemerintahan dan pusat
jenis efisiensi dan periode pengamatan YaNQegiatan perekonomian, temuan ini tidak
lain, capaian efisiensi kota bahkan tidak pemamengagetkan. Sebab, kawasan JaBali
lebih rendah daripada capaian kabupaten. Hanygy;ian wilagh yang paling berkembang di
satu kali terjadi persamaan nilai efisiensi fata|ndonesia, di mana pemerintah daerahnya secara
rata labupaten dan kota sebesar 0,42 pad@num Ilebih mampu mengelola dana publik
bidang kesehatan tahun 2017. untuk mendanai pembegunan daerahnya.
Dengan demikian dapat dikatakanpengapat ini diperkuat dengan perolehan-rata
bahwa pengelolaan  belanja  publik olehyataregional human development ind@HDI)

pemerintah kota secara umum lebih unggui,aBali sebagaiskor tertinggi secara nasional
dalam hal efisiensi jika dibandingkan denganepesar 73.19 pada tahun 2016.

pemerintah  kabupaten. Temuan inugg Kendati demikian, rataata nilai efisien
mengkonfirmasi pendapat Tacoli (2003) tentang; perkelompok yang tertinggi menunjukkan

keunggulan  pemerintah  kota dibandingkanemyan yang di luar perkiraan. Berdasarkan




pengelorpokan pada Tabel ,4 ditemukan kontradiktif. Sebab, meskipun skor efisiensi
bahwa tingkat ratsata efisiensi tertinggi rataratanya menjadi yang tertinggi dibanding
kabupaten/kota berada di kelompok Papu&an keenam kelompok wilayalain di Indo
sebesar 0.804, diikuti oleh Kepulauan Malukwnesia, namun capaian IPM regional di Papua
sebesar 0.737, dan kelompok JeBai sebesar adalah yang terrendah. Pada tahun 2016, capaian
0.715. Adapun rateata efisiensi terrendah ratarata IPM regional Papua hanya sebesar
berada di kelompok Nusa Tenggara sebes#&O0,13, jauh di bawah ratata IPM nasional
0.589, sedangkan atarata skor efisiensi sebesar 70,13 dan capaian IPM @@ Jawa
nasonal berada pada kisaran 0.672. Bali sebesar 73,19

Tingginya ratarata capaian efisiensi di
kelompok Papua merupakan temuan yang

Tabel 4. Rataata nilai efisiensi, inpubutputDEA,
danIPM berdasarkan kelompok geografis tal20i162017

Skor Input Performance (output)
Kelompok efisiensi Belanja . Rata-rata Angka Jalan
No wilayah pelaya.nan pelayanan publik lama l.1arapan kab/kota. . II"M
publik dasar dalam sekolah hidup saat  dalam kondisi regional
dasar APBD (%) (tahun)  lahir (tahun)  baik (%)
1 Sumatera 0.645 43.19 8.347 68.377 55.887 70.03
2 JavwaBali 0.715 46.07 7.779 72.132 77.505 73.19
3 Kalimantan 0.649 43.54 7.916 70.028 53.861 69.57
4  Sulawesi 0.631 41.96 7.939 68.186 55.135 67.91
5 Kep. Maluku 0.737 35.93 8.679 67.608 46.75 67.11
6 Nusa Tenggara 0.589 42.05 7.096 65.546 55.174 64.47
7 Papua 0.804 30.78 6.508 64.910 40.800 60.13
Rata-rata nasional 0.672 42.49 7.900 68.970 59.320 70.18
Sumber: Penulis (2018)
Gambar 6 menunjukkan kontrasnya Meskipun begitu, temuan ini selaras

capaian efisiensi pada 7 wilayah di Indonesiadengan Afonso, et al (2005) yang menyatakan
Dihu-bungkan dengan mekanisme perhitungaRahwa pemerintahan dengan pengeluaran sektor
DEA dan data input output yang digunakan, publik yang lebih kecil cenderung untuk
ditemukan bahwa tingginya efisiensi ragaa di  menjadi unit yang paling efisien dibandingkan
Papua terjadi karena meskipun puit pengu  Unit lain dengan pengeluaran sektor lgulebih
kuran @nderung rendah, tetdpputnya bahkan besar. Dalam sudut pandang ini, kinerja yang
jauh lebih rendah dibandingkan kelompoklebih baik adalah ketikaecision making unit
wilayah lain di Indonesia, sehingga DEAmMenggunakan input yang kecil untuk mengha
memberikan penilain yang lebih baik terhadap Silkan output pada level tertentu. Tentunya,
efisiensi ratarata pemerintah daeralwilayah diharapkan dengan penambahan jumlah input,
ini. Dalam tabel 4tampak bahwa rateta Output yang lebih baikkan diperoleh

pemerintah kabupaten/kota di Papua hanya Dapat diartikan pula bahwa daerah lain
menganggarkan sebanyak 30,78% anggaranngi luar kelompok Papua yang belum mampu
untuk belanja pelayanan dasar, yaitu belanjgmencapai efisiensi padfontier, seharusnya
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Angkéebih cermat lagi dalam mengelola dananya
ini jauh lebih rendah dari ratata nasional untuk menghasilkan output yang lebih besar
sebesar 42,49% pada tahun 2Q067. dengannput yang lebih rendah atau tetap.
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Gambar 4.5 Skor efisiensi belanja publik berdasarkan kelompok wilalgah 2016 dan 2017
Sumber Diolah dari analisis DEA (2018)

Sementara itu, bagi Papua sendiripeningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
meskipun skorefisiensi ratarata relatif lebih masyarakat.
baik daripada daerah lain, namun mengingat
capaian kinerjanya yang belum menggem4.2. Analisis hasil regresi
birakan, masih perlu dipertimbangkan pering4.2.1. Model regresi
katan kuantitas anggaran daerah guna Sebagaimandelah dijelaskan, terdapat
menyediakan pelayanan publik dasar yang lebibeberapa variasimodel penelitian sebagai
berkualitas bgi masyarakat. Dengan demikian,kombinasi dari 4 jenis variabel dependen yaitu
akan diperoleh peningkatan yang signifikarefisiensi total, efisiensi infrastruktur, efisiensi
dalam pencapaian IPM regional wilayah Papugendidikan, dan efisiensi kesehatan. Di samping
dan memperbaiki disparitas dengan kelompok t u , pada awal nya vari
wilayah lain di seluruh penjuru Indonesia. pemerint ah daer ah?” (STAT)

Di sisi lain, analisis ini membuktikan diregresikandalam model sesuai persamean
bahwaefisiensi tidak dapat dijadikan sebagaiNamun, dengan pendekatdinst differencing
satusatunya ukuran kinerja atau kualitas belanjgang mengestimasi selisih antara kedua tahun
publik yang diselenggarakan oleh pemerintalobservasi, di mana pada variabel STAT tidak
daerah. Lebih jauh lagi, sangat perlu dipertimterdapat selisih atau perubah nilai data sama
bangkan pula efektivitas sebagai ukuran peniekali, maka persamaan yatigstimasi ditijau
laian, sebagaimana diungkapkateh Hagen ulang menjadi persamaan 4.

(2011) dalam Szarowska (2016) dan
Heruwibowo (2016). Sebab, dimensi efisiensi
hanya cenderung membahas selala input
digunakan untuk menjadi output tertentu,
sementara dimensi efektivitas mampu menilay/griabel STAT harus dieliminasi  dari

lebih jauh sebanyak apa manfaat yangada nersamaan agar estimasi tetap dapat dilakukan.

diberikan oleh belanja publik terhadapMeskipun begu, pengaruh jenis pemerintah
pencapaianoutcome yang idealnya berupa

FFi = 0oO0] + PBL1TBRA i
+ PB4AGOODS] #+ PB5!
B6APUPRMBIAPOPI....+.(4F |



daerah (STAT) terhadap hasil estimasi tetapariabel independen yang mewakili sub
dapat diukur dengan melakukan estimasi modelimensi ketepatan waktu adalah persentase
untuk setiap jenis variabel dependen dengan @enyerapan anggaran pada Triwular3k@)3)
variasi data berdasé&an jenis pemerintah dan Triwulan ked (Q4), €mentara sub dimensi
daerah, yaitu keseluruhan 501 kabupaten/kotgymlah realisasidiwakili oleh total realisasi
408 kabupaten, dan 93 kota. anggaran tahunanTBRZz). Hasil pengujian
Rangkuman hasil estimasi dengansignifikansi atas ketiga variabel independen
menggunakan pemisahan objek berdasarkaersebut terhadap keempat jenis variabel
jenis pemerintah daerah dapat dilihat paddependen efisiensi menunjukkan nilai berbeda
Lampiran 2. beda(Lihat Tabel §.
Berdasarkan Tabeb tersebut dapat
Tabel 5 Variasi model dalam penelitian  giketahui bahwa baik variabel Q3 maupun Q4

Model  Variabel bethubungan rgatif signifikan, hanya pada

nomor dependen

Model terestimasi

model 4 yang menempatkan efisiensi belanja
TOTAL  0.0064 LOGAPOP)- 0.0073APUSP + 442  kesehatan (EFF HLTH) sebagai variabel

dependen. Dapat diketahui pula bahwa variabel
INFRA 0.0031 Lo orior Apus TBRZ behubungan positif signifikan hanya
AQ3 + 0.0001 AQ4 + pada model 2, yaitu model yang menempatkan

AEFF -0.0764 + 0.0008CQA ofigiansi pelaja infrastruktur (EFF INFRA)
5AQ3 +5A6Q474+ 0.0002 o Sebagai variabel dependen. Sedangkan model

1 AEFF  -0.1737- 0.0015ACAPS- 0.0002AGOODS-
AQ3- 0.0004AQ4 + 0.001ATBRZ
2 AEFF 000790.0014 -DCBP6B5 AG
3
EDU + 0.0028 100® 0/0FBORAPU
4

AEFF 0.5492 + 0.-00032%CAE yang menempatkaBFF TOTAL dan EFF EDU
HLTH 0. 0171 LOG APOP-G00W. gaehagaj variabel dependen sama sekali tidak

Sumbe. PenuAIisQ(sztz)is(; 012 4Q4 * 0.00 membuktikan adanya hubungan antara va.riabel
independen Q3, Q4, dan TBRZ dan variabel
bfisiensi,
Temwan adanya hubungan antasiaw
and back loadeddalam penyerapan anggaran
terhadap efisiensi belanja publik bidang

Estimasi keempat model menghasilkan nilai uj
signifikansi yang dirangkurpadaTabel®6.

Tabel 6 Nilainilai uji signifikansi model

Nilai z-statistik

VARIABEL Prob. R-
©  DEPENDEN  Rustat squared Q3 Q4 TBRZ GOODS CAPS PUSP POP kesehatan ini men g ko nfirmasi pend apat
1 EFF TOTAL 0.00 12.7% E e .
"2 EFFINFRA 000 44% JEE T Ew ww Rk W Mal’dlasmo (2009), Juanda et al (2014)
"3 EFFEDU 000 9% T FEE : :
CUUERRHLTH w00 668 T TR T T SRR Heruwibowo (2016), dan Slnam16)
Elunk;el:;nflillrf{l;llls:;:?jgTslnmfm EViews 9 Sementara, ef|S|enS| ag reqadang pelayanan
EFf i}(g)r'lflill(_ﬂnep;s::iTgei;ma pelayanan TBRZ : total realisasi anggaran tahunan p u b I I k d asar’ efls iensi be | anj a b I d an g
ublik dasar : persentase belanja barang dalam H H H . HH
EFF INFRA : Sfmeusi belanja infrastruktur ggl?éjs : Eersentase belan}a modalodalam ‘é;AP})lfll)D InfraStru ktu rs dan ef|S|e nsi bld ang pen d Id I kan
EFF EDU  : efisiensi belanja pendidikan PUSP : persentase belanja pelayanan dasar . .
EFFHLTH : efisiensi beiarﬂjaiesehalan galamfAPBD e t|dak tel’buktl berhubungan dengan pOIa
Q3 : realisasi belanja pada Triwulan 3 Q4 : realisasi belanja pada Trivwulan 4 ..
penyerapan anggaran. Temuan ini
. ) mengkonfirmasi Muhsin (2016) dan DJPK
4.2.2. Interpretasi hasil regresi (2016) dalam Sinaga (2016)

Model berbentuKirst differencingyang

ha ) ) Selanjutnya,adanya hubungan antara
telah diestimasi dengan pendekatan regremm_lah realisasi atau penyerapan anggaran
robust least squarépersamaan 4) diinterpre

_ >~ tahunan dan efisiensi belanja infrastruktur
.ta3|kan berdgsarkan kelompok Va”abel‘nengkonfirmasi pendapat Mardiasmo (2009),
independen berikut. Juanda et al (2014), dan Heruwibowo (2016).
a. Dimensi ketepatan waktu dan jumlah

o Adapun efisiensi agregat bidang pelayanan
reali-sasi (pola penyerapan anggaran) publik dasar, @éiensi belanja bidang

pendidikan, dan efisiensi belanja bidang



kesehatan tidak terbukti berhubungan dengamenyatakan bahwa pemerintahan yang
pola penyerapan anggaran tahunan. mengelolabelanja publik dalam jumlah yang
Perbedaan hubungan antara variabedemakin kecil cenderung lebih efisien.
independen dan efisiensi di atas diduga terjadi Adapun variasi arah hubungan dan
karena adanya perbedaan kaeaktbelanja signifi-kansi yang diberikan oleh variabel
publik baik secara keseluruhan bidangndependen CAPS dan GOODS sebagaimana
pelayanan publik dasar, maupun pada masinglitunjukkan oleh Tadl 6 memperkuat Busatto
masing dari ketiga jenis belanja. Secara spesifif2011) tentang tidak adanya formula baku dalam
kelambatan penyerapan yang ditunjukkarpenentuan porsi belanja publik berdasarkan
dengan semakin besarnya penyerapan anggaijanis dan fungsi. Besaran dan komposisi ideal
pada triwulan Il dan IV terbkti mengurangi anggaran setiap entitas adalah sesuatu yang
efisiensi, hanya pada belanja publik di bidandpersifat relatif pada karakter dan kondisi
kesehatan. Jika dikaitkan dengan sifat belanjeebutuhanpublik akan barang dan jasa yang
bidang kesehatan yang membutuhkan pendanharus disediakan pemerintah daerah. Oleh
an yang kontinyu dan merata sepanjang tahukarena itu, diperlukan reviu dan evaluasi secara
maka temuan ini adalah temuan yang logis.  berkesinambungan terhadap kesesuaian
Selanjutnya, tidak optimalnya penyera komposisi dan porsi berbagai jenis belanja
pan anggaran tahunan yang terbukti mengurandalam anggaran publik (Halim, 2013).
ef|3|ens‘|, hanya terjad_l p.ada belanja publik d|c . Dimensi karakter daerah
bidang infrastruktur. Dikaitkan dengan karakter .

. . Dalam Tabel6 juga tampakhubungan
output belanja atau penggunaannya, belanja )
infrastruktur jauh lebih mengedepkan aspek atara karakter daerah, khus.u.snyz.al J”m'?‘h

. . Renduduk (LOG(POP)) dan efisiensi belanja
penyelesaian pekerjaan pembangunan saraha

fisik vana ditandai denaan seberapa bes ublik. Dari keseluruhan model yang telah
yang | g P diestimasi, dikeahui bahwa variabel jumlah
anggaran telah diserap.

penduduk hampir selalu berhubungagmnifikan
b. Dimensi alokasi anggaran belanja dengan efisiensi, dengan arah cenderung
Variabel independen yang mewakili subberimbang antara negatif dan positif. Temuan
dimensi alokasi anggaran belanja dalam APBONi  mengkonfirmasi ~ Abdullah  (2011),
adalah persentase belanja barang dan ja&ahmatullah (2015), dan Irhamni (2017) yang
(GOODS), persentase belanja modal (CAPSRerpendapat bahwa jumlah penduduk mem
dan belanja publik pelayanan dasar (PUSPRengaruhi kualitas pengelolaan belanjdliu
Hasil uji signifikansi atas ketiga variabel deengan arah pengaruh yang tidak bisa
independen tersebut terhadap keempat jeni@generalisasi.
variabel dependen efisiensi menunjukkan nilai Selain itu, pencakupan dimensi karakter
yang berbeddeda, sebagaiama ditampilkan daerah dalam penelitian ini pada akhirnya hanya
dalam Tabel 6. menggunakan variabel independen jumlah
Berdasarkan Tabeb diketahui bahwa penduduk (LOG(POP)) tanpa memasukkan
variabel PUSP secara konsisten memilikivariabel jenis pemerintah daerg@irAT) dalam
hubungan yang signifikan pada keeatpjenis model regresi. Dengan pemisahan kelompok
variabel dependen. Arah hubungan bernilaflata  berdasarkan  jenis  pemerintahan
negatif pada keseluruhan model, kecuali moddsebagaimana ditunjukkan oleh lampira)
4yangmenempatkan efisiensi belanja kesehatafliketahui bahwa terdapat perbedaan mencolok
sebagai variabel dependen. Kecenderunga@ntara hasil estimasi model dengan observasi
hubungan yang Dbernilai  negatif ini secara keseluruhan, dibandingkan nghn
mengkonfirmasi Afonso et al (2005)ayg oObservasi pada kabupaten saja atau kota saja.



Kecenderungan tersebut mengindikasikan signifikansi antara variabefariabel independen
bahwa pembagian kelompok data berdasarkatan dependen. Masingasing kelompok
jenis  pemerintah memberikan pengarulpengamatan memunculkan hasil yang berbeda
terhadap hasil estimasi. satu sama lain, di mana 2 dari 4 model yang
Selain itu, nilai estimasi yang lebih diestimasikan padaekompok Nusa Tenggara
sesuai ekspektasi padakelompok data dan kelompok JawRBali justru tidak memenuhi
kabupaten merpresentasikan bahwa efisiensiuji signifikansi moel (uji Prob.Rnstat). Rda
pengelolaan belanja publik di pemerintah kotkelompok ini hanya ditemui satu Kali
tidak berhubungan dengan variabaliabel signifikansi hubungan antara kuantitas realisasi
independen, khususnya variabel utama padanggaran tahunan (TBRZ) dan Vvariabel
dimensi pola penyerapan anggaran. Hanydependen efisiensbidang pendidikan (EFF
terbukti satu kali variabbe total kuantitas EDU). Adapun variabel realisasi belanja
penyerapan anggaran tahunan (TBRZ) yangriwulan 3 dan 4 sama sekali tidak berhubungan
berpengaruh posisif terhadap efisiensi yaitwWlengan capaian efisiensi pada kelompok data
pada model 10 yang menempatkan efisiensni.
belanja infrastruktur (EFF INFRA) sebagai Temuan ini berbeda dengan hasil
variabel dependen. estimasi pada kelompok Papua dan Nusa
Dihubungkan dengan capaian skorTenggara yang masih mampuembuktikan
efisiensi yang leli tinggi sebagaana hubungan antarslow and back loadedian
ditunjukkan pada Tabel Bagi pemerintah kota, efisiensi belanja, khususnya ditunjukkan oleh
bagaimanapun pola realisasi anggaran didudgaiantitas belanja daerah pada Triwulan 3 (Q3).
tidak menjadi masalah untuk menciptakarNamun demikian, secara umum tidak diperoleh
efisiensi belanja publik yang lebih baik daripadgola signifikansi tertentu, kecuali pada variabel
pemerintah kabupaten. persentase belanja pelayanan dasar (PUSP) yang
. . .. cenderung konsish berpengaruh secara negatif
d. Analisis lanjutan pada kelompok efisiensi ., i nifikan terhadap efisiensi dalam berbagai
tertentu bentuk model.

_ I\/_Ienlndaklanjug tgmuan menarik hasil Oleh karena itu, terhadap analisis regresi
estimasi DEA yang ditunjukkan dalam Tabel 4lanjutan berdasarkan  kelompok  wilayah

di mana ditemukan perbedaan capaian eﬁSiena'eografis ini belum dapat diperoleh banyak
per kelompok wilayah geografis, maka

_ _ . . tambahan informasi, kecuali mempertefakta
kemudian dilakukan analisis regresi lanjutan.

ketuiuh kel Kk wilavah lisi bahwa kelompok wilayah Javali yang secara
antara ketujuh kelompok wilayah, analisis umum merupakan kelompok paling maju d

regresi lanjutan dilakukan terhadap tigalndonesia memiliki  kesamaan  dengan

kelompok, ygltu kelompokI Papua dengan nII"’\‘ioerbandingan hasil analisis antara kabupaten
ratarata efisiensi tertinggi (0,804), kelompok

~ . " “dan kota, sebagaimana dijelaskan pada bagian
Nusa Tenggara dengan ratda efisiensi

- 41.2a. Yaitu, pada kelompok pemerattan
terrendah (0,589), serta kelompok JeBadi

T daerah yang lebih maju, pola penyerapan
dengan rataata efisiensi pertengahan (0’715)anggararslow and back loadegenderung tidak

tetapi memiliki raterata indikator IPM paling berhubungan dengan efisiensi belanja publik.
tinggi secara nasional. Hasil estimasi terhadap

ketiga kelompok wilayah tersebut dibandingkarg. Kesimpulan,
dengan hasil estimasi pada modetama
dirangkum dalam lampiran 3
Berdasarkankelompok wilayah tidak
ditemukan pola tertentu dalam persebaran

Batasan, dan Saran

Simpulan dari analisis ini sebagai berikut:

a. Penilaian efisiensi belanja pada bidang
pelayanan publik dasar, yaitu pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur di Indonesia



memberikan hasil yang bervariasi. DariBatasan perigian

keseluruhan objek observasi tahun 2016 daa.
2017, pada setiap bidang belanja tersebut
hanya tedapat beberapaecision making
unit(DMU) yang berhasil mengelola belanja
secara efisien. Sebagian besar DMU masih
membutuhkan peningkatan produktivitas
untuk dapat diklasifikasikan efisien.

. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pola
penyerapan anggaratow and back loaded
yang ditandai dngan besarnya realisasib.
APBD kabupaten dan kota pada akhir tahun
anggaran secara negatif berhubungan
dengan efisiensi belanja publik daerah,
namun hanya pada belanja bidang
kesehatan. Sementara, optimalitas
penyerapan APBD berhubungan dengan
efisiensi bednja daerah secara positif hanya
pada bidang infrastruktur.

. Penelitian ini juga mengkonfirmasi berbagai
pendapat tentang hubungan antara alokasi
anggaran belanja publik daerah dan
efisiensi, di mana pada dasarnya dengao.
kuantitas belanja yang lebih kecénderung
lebih mudah untuk menerapkan efisiensi.
Akan tetapi, komposisi dan porsi berbagai
jenis pos anggaran belanja dalam APBD
bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan
daerah, tidak ditemukan adanya pola standar
tertentu untuk menghasilkan efisiensi.

. Hasil menarik yang lain adalah bahwa
pengaruh pola penyerapan anggasiow
and back loadederhadap efisiensi lebih
terlihat di pemerintah kabupaten daripada
pemerintah kota. Sama halnya dengan
hubungan vyang lebih terlihat ketika
observasi dilakukan padal&enpok wilayah
JawaBali dibandingkan dengan kelompok
kelompok wilayah lain. Hal ini diduga
dipengaruhi oleh perbedaan karakter
pemerintahan terutama perbedaan
kemampuan pengelolaan keuangan publik
pada kedua jenis pemerintah daerah
tersebut.

a.

Batasan pertama adalah tentang
keterbatasan data observasi, di mana pada
saat penulisan hasil penelitian hanya tersedia
data realisasi penyerapan anggaran
triwulanan pada dua tahun observasi saja,
yaitu 2016 dan 2017. Bagaimanapun,
dengan periode alervasi yang lebih luas
diyakini akan diperoleh hasil analisis yang
lebih baik.

Batasan kedua adalah tentang penentuan
variabel dependen efisiensi yang hanya
mampu menghitung efisiensi teknis dengan
pendekatan DEA, mengesampingkan jenis
efisiensi lain yaitl efisiensi skala dan
efisiensi alokatif. Selain itu, perlu
diupayakan juga penggunaan variabel
variabel yang lain, khususnya pada sisi
output, agar informasi kuantitatif yang
digunakan dalam analisis lebih objektif
untuk mencerminkan kinerja belanja plbl
daerah secara umum.

Selanjutnya, batasan yang ketiga berkaitan
dengan dihasilkannya nilai koefisien
determinasi yang relatif rendah setelah
dilakukan estimasi regresi. Pada hakikatnya,
tujuan utama pembuktian hipotesis dalam
analisis ini memang lebitmementingkan
pembuktian signifikansi atau hubungan
antara pola penyerapan anggastow and
back loaded terhadap efisiensi belanja
publik daerah. Namun demikian, penelitian
lanjutan yang dapat mengidentifikasiodel
ekonometrika yang lebih baik dengan
menangkap berbagai variabel yang lain yang
belum tertangkap, akan memberikan
penjelasan yang lebih baik.

Saran

Agar pemerintah daerah selaku pengambil
kebijakan dapat memanfaatkan hasil
penelitian ini sebagai bahan evaluasi atas
kinerja efisiensi pengelolaarelanja publik

di daerah masingiasing. Selain soal
efisiensi, perbaikan dari sisi ketepatan waktu
dan kuantitas penyerapan anggaran belanja
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Dependent Variable: DIFF_EFFTOTAL

Method: Robust Least Squares
Date: 12/05(18 Time: 01:57

Sample (adjusted): 2017 2017
Included observations: 501 after adjustments

Method: M-estimation

M setftings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD {median centered)
Huber Type | Standard Errors & Covariance

Lampiran 1: Output Regresi

Dependent Variable: DIFF_EFFINFRA
Method: Robust Least Squares

Date: 12/0518 Time: 02:05

Sample (adjusted). 2017 2017

Included observations: 501 after adjustments

Method: M-estimation

M settings: weight=Bisquare, tuning=4 685, scale=MAD (median centered)
Huber Type | Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error  z-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error  z-Statistic Prob.
c 0173691 0.043953  -3.951763  0.0001 c 0007991 0015510 0515232 06064
DIFF_CAPS -0.001480  0.000685 -2161377  0.0307 DIFF_CAPS 0001387 0000242 -5654983  0.0000
DIFF_GOODS -0.000249 0.000701 -0.355735 07220 DIFF GOODS _0.000512 0.000247 268310 003286
LOG(DIFF_FOP) -0.006413 0.005183 -1.237296 0.2160 o _ ' ' _ ’ )
DIFF_ PUSP 0007303 0000842 1138465 0.0000 LOG(DIFF_POP) 0.003146 0.001829 1.720146 0.0854
DIFF_PUSP -0.001198 0.000226  -5.293486 0.0000
DIFF_Q3 4 42E-05 0.000513 0.086269 09313
DIFF_Q3 6.61E-05 0.000181 0.365447 0.7148
DIFF_Q4 -0.000429 0000534  -0.801810 04227
DIFF_TBRZ 0001279 0000938  1.363897  0.1726 DIFF_Q4 0.000708  0.000189 0570584 0.5683
- DIFF_TBRZ 0.000849 0.000321 2 564698 0.0103
Robust Statistics .
Robust Statistics
R-squared 0127424 Adjusted R-squared 0.115035 -
Rw-squared 0.256893  Adjust Rw-squared 0256893  R-squared 0.044361  Adjusted R-squared 0.030792
Akaike infa criterion 6002095 Schwarz criterion 6367000  Rw-squared 0.164395 Adjust Rw-squared 0.164395
Deviance 5.454620 Scale 0.104865 Akaike info criterion 1004 645 Schwarz criterion 1043 442
Rn-squared statistic 1406173 Prob(Rn-squared stat)  0.000000  Deviance 1.442685 Scale 0.038103
Rn-squared statistic 7284240 Prob(Rn-squared stat) 0.000000
Mon-robust Statistics
Mon-robust Statistics
Mean dependent var 0009441 S.D. dependentwvar 0150494
S.E ofregression 0141763 Sum squared resid 8907731  Mean dependentvar -0.014890 S.D. dependentvar 0.147385
S E. of regression 0152377 3Sum squared resid 11.44680

Dependent Variable: DIFF_EFFEDU
Method: Robust Least Squares
Date: 12/05M18 Time: 14:36
Sample (adjusted): 2017 2017

Included observations: 501 after adjustments

Method: M-estimation

M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)
Huber Type | Standard Errors & Covariance

Dependent Variable: DIFF_EFFHLTH
Method: Robust Least Squares

Date: 12/05/M18 Time: 14:52

Sample (adjusted): 2017 2017

Included observations: 501 after adjustments

Methad: M-estimation

M settings: weight=Bisquare, tuning=4 685, scale=MAD (median centered)
Huber Type | Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error r-Statistic Prob.

C -0.076432 0.011666  -6.551525 0.0000 c 0.549152 0.042923 1279382 0.0000
DIFF_CAPS 0.000313 0.000182 1721914 0.0851 DIFF_CAPS 0.000263 0.000869 0.393802 0.6937
DIFF_GOODS 4 T8E-05 0.000186 0256865 07973 DIFF_GOODS -0.002938 0.000685  -4.292645 0.0000
LOG(DIFF_POF) 0.002818 0.001376 2049258 0.0404 LOG(DIFF_POP) -0.0171049 0.005062  -3.380114 0.0007
DIFF_PUSP -0.000796 0.000170  -4.672088 0.0000 DIFF_PUSP 0.002075 0.000626 3311653 0.0009
DIFF_3 6.55E-05 0.000136 0481292 0.6303 DIFF_Q3 -0.001062 0.000501 -2 121446 0.0339
DIFF_4 6.74E-05 0.000142 0474946 0.6348 DIFF_Q4 -0.001248 0.000522 -2.391672 0.0168
DIFF_TBRZ 0.000168 0.000249 0.675594 0.4993 DIFF_TBRZ 0.000308 0.000916 0.335755 0.7371

Robust Statistics Robust Statistics
R-squared 0.019491 Adjusted R-sgquared 0.005569  R-squared 0.096624 Adjusted R-squared 0.083807
Rw-sguared 0.089414 Adjust Rw-squared 0.089414  Rw-squared 0171396 Adjust Rw-squared 0.171396
Akaike info criterion 1077.665 Schwarz criterion 1117.751 Akaike info criterion 616.9119 Schwarz criterion 652.8063
Deviance 0.984863 Scale 0.030367  Deviance 6.026094 Scale 0.099952
Rn-squared statistic 34.91661 Prob(Rn-squared stat) 0.000012  Rn-sguared statistic 7868394 Prob(Rn-squared stat ) 0.000000
Man-robust Statistics Mon-robust Statistics

Mean dependent var -0.073423  S.D. dependentvar 0.138570  Mean dependentvar 0.357026 S.D. dependent var 0.154032
S.E. ofregression 0149018 Sum squared resid 1094778  S.E. ofregression 0.147281 Sum squared resid 10.69394




Lampiran 2: Tabel Analisis Sensitivitas Variasi Model

NO DEF:/EA'\IIQDEN OBJECT RPnr.OSt;;';\t sqlire 4| Q3 | Q4 | TBRZ| GOODS CAPS| PUSP| POP LS
1| EFFTOTAL| 501 - 12.7% o *
2 | EFFINFRA | 501 - 4.4% H* Ak B ] *
3 | EFFNONINFR| 501 - 4.2% % K ok
4 | EFF EDU 501 - 1.9% +* Ak o
5 | EFF HEALT| 501 - 9.6% S Sk * i ]
6 | EFF TOTAL| 408 - 19.3% -k * o
7 | EFFINFRA | 408 - 6.5% r* B ]
8 | EFFNONINFR/| 408 - 4.3% ok *
9 | EFF EDU 408 - 3.6% i i ] 4
10 | EFF HEALTH 408 - 10.0% rx el kK +** R
11 | EFF TOTAL 93 - 11.0% +H*
12 | EFF INFRA 93 - 11.0% +* ] *
13 | EFF NONINFR/ 93 X 9.4% 4% 4%
14 | EFF EDU 93 - 9.8% +*
15 | EFF HEALTl) 93 - 6.9%
16 | EFF TOTAL| 501 - 12.9% - S -* LS
17 | EFFINFRA | 501 - 5.6% +** S* - * - LS
18 | EFF NONINFR/ 501 - 4.5% * * ok ok ok ek LS
19 | EFF EDU 501 - 1.9% * LS
20 | EFF HEALTI 501 - 8.9% | *x | ok +rx | LS
21 | EFF TOTAL| 408 - 19.9% - * - LS
22 | EFFINFRA | 408 - 7.8% +x% o o ** | LS
23 | EFF NONINFR{ 408 - 4.3% r% LS
24 | EFF EDU 408 - 3.5% ok A H* Kk LS
25 | EFF HEALTH 408 - 8.1% x* rE xK +** S LS
26 | EFF TOTAL| 93 X 9.8% x* H* LS
27 | EFF INFRA 93 - 12.0% -* xx LS
28 | EFFNONINFRY 03 X 9.6% +* LS
29 | EFF EDU 93 - 8.6% ¥* LS
30 | EFF HEALTH 93 X 5.9% LS
Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9
* : signifikan pada a=0.1
* x : signifikan pada a=0.05
EFF TOTAL : efisiensi belanja pelayanan TBRZ : total realisasi anggaran tahunan
publik dasar GOODS: persentase belanja barang dalam APBD
EFF INFRA : efisiensi belanja infrastruktur CAPS : persentase belanja modal dalaPBD
EFF EDU . efisiensi belanja pendidikan PUSP : persentase belanja pelayanan dasar
EFF HLTH : efisiensi belanja kesehatan dalam APBD
X : tidak lolos uji signifikansi model Q3 : realisasi belanja pada Triwulan 3

Q4 : realisasi belanja pada Triwulan 4
LS : realisasi belanja pada semester kedua



Lampiran 3: Hasil estimasi berdasarkan kelompok wilayah

VARIABEL Prob. R- Nilai z-statistik
DEPENDEN Rn-stat squared Qi Q4 TBRZ GOODS CAPS PUSP POP

NO

Keseluruhan objek observasi (nasional)

1 EFF TOTAL 0.00 12.7% - -FE
27 EFFINFRA 000  44% EE EC R
3TUEFEDG T T T
4 " EFFHLTH oon 9 Gy  FE _Fx xx T eSS
Kelompok Papua

1 EFF TOTAL 0.00 52.5% - -FE
27 "EFFINFRA 0.00 372% F T e T ST
'3 EFFEDU 052 6.0% T
4 EFFHLTH 000 726% - A -
Kelompok Nusa Tenggara

1 EFF TOTAL 0.04 24.3% W +HE —F*
27 EFFINFRA 0.06 244% +F TG T e T
'3 EFFEDU 077 79%
4  EFFHLTH 000 343% +EE ++ pEE
Kelompok Jawa-Bali

1 EFF TOTAL 0.00 23.4% -FE
2 EFFINFRA 056  2%% s
'3 EFFEDU 000  4%9% +* R e
4 EFFHLTH 024  4%% T

Sumber: diolah dan hasil estimazi EViews 9




